PRINSIP HUKUM UMUM.

Pasal 23 Algemene Bepaling van wetgeving mengatakan
Tindsaksn maupun perjasnjian tidak dspat menyingkirkan undang-
undang yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilssn.

Kasts "undang-undang"” didalam ketentuan tersebut distss, ditafsir-
kan sebagsi ketentuan undang-undang yang bersifst memaksa (dwing-
endrecht) dan disamping itu diartikan sebsagai undang-undang dalam
arti materiil, =sehingga meliputi semua persturan perundang-
undangan, baik yang berupa ketentuan hukum publik msupun hukum
privaat. Ketentuan-ketentuan hukum tata negsra, tats usaha negarasa.
dan hukum pidana adslah ketentusn-ketentuan yang berkaitan dengsan
ketertiban umum dan karensanya bersifat memaksa.

Ketentuan yang bersifat memsksa tidak hanva mengikat para indivi-
du dalam pergaulan hidup, tetapi juga Hakim teriksat kepadanysa
(Apeldoorn, hsl.143, Scholten, hal.31).

Prinsip hukum yang dituangksn dalam Passl 23 A.B. tersebut diatas
merupakan ssas dasar yang mendapat penjabarannya lebih lanjut
dalam banyak ketentuan undang-undang. Berdasarkan Passal 23 A.B.
prinsipnya : tidsk sda perjanjian ysng bagaimanspun, vang biss
menyimpangi ketentuan hukum ysng mengatur tentang kepentingsn
umum dan bersifst memakss.

KAUSA YANG HALAL.

Pasal 1320 K.U.H.Perdata mensyaratkan adanya kausa yang halsl un-
tuk sahnya suatu perjanjian. Ini merupakan salsh satu contoh pe-
nerapan asas hukum tersebut diatas.

Yang dimaksud dengan "ksussa yang halal" adslsh kausa yang dibe-
narkan oleh undang-undang, vang tidak dilarang oleh undang-
undang.

Atas pengaruh dari tulisan Hamaker, yang mengstskan bshwa kauss
suatu perjanjian adalah apa yang dituju oleh kedus belsh pihak
pada waktu menutup perjanjian ybs., maka kemudian H.R. dslam
arrestnya tanggal 17 November 1922, NJ.1923,155 -- yang sekarang
Juga diterima oleh doktrin -- mengatakan, bahwas "yang diterima
sebagai kausa suatu perjanjisn adalah tujuannys, yaitu spa  yng
dengan perjanjian itu hendsk dicapai oleh pars pihak".

(Pitlo, hal.174; Hofmann, hal.369; J.Satrio, Perikatan vang lahir
dari perjanjian, Buku II,hal.80).

Menurut Pasal 1337 K.U.H.Perdsata, suatu kausa adalsh terlarang,
kalau ia dilarang oleh undang-undang, stan spabila bertentangan
dengsn kesusilsan atsu ketertiban umum. Ysng dimaksud dengan
"undang-undang" disini meliputi semua persaturan umum, yang dike-
Inarkan oleh pihak penguass, termassuk/meliputi peraturan pelak-
sanaan tata usaha negara, bahkan peraturan daerah. Pendspat sepe-

rti 1ini telah diterims secsra umum (Rutten, hal.182; Hartkamp,
hal.221}.

Sehubungan dengan itu, perjanjian ysng terlsrang adalsh perjan-
Jian-perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang vang ber-



sifat memaksa, dalam arti luss seperti tersebut diatas ataun ber-
tentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ketentuan hukum
tata negara dan tats ussha negars merupakan ketentuan mengenai
ketertiban umum. Jadi semus perjanjian isinyz tidak boleh berten-
tangan dengan ketentuan hukum tata negsrs stan hukum tata-usaha
negars.

KETENTUAN HURKUM YANG BERSIFAT MEMAKSA

Sustu ketentuan bersifat memsksa, kalau orsng tidak bebass untuk
menyimpanginya. Yang demikian bisa nampak dari adanya larangan
tegas, adanys sangsi terhadap pelanggaran dan disamping itu biss
juga kita tafsirkan dari maksud dikeluarkannya ketentusn ybs.

Sebagai patokan dapat kits katakan, bahws semus peraturan vang
berkaitan dengan ketertiban-umum dan kesusilsan adslah merupakan
ketentuan hukum ysng bersifat memakss, sedangkan yang dimsaksud
dengan ketentuan umum yang berisi pengaturan ketertiban-umunm
adalah ketentuan-ketentusn yang mengatur kepentingan umum.

Larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meneruskan proyvek

vang disengketakan, diberikan demi dsn untuk melindungi kepenting-

an umum. Terhadap larangan pelaksanzan perjsnjian tertentu, vang

didasarkan atas perlindungan kepentingan umum, berlaku asas
semua perjanjian yang bertentangan dengan hukum vyang bersifat
memaksa -- yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-umum
-- adalah batal demi hukum.

LARANGAN YANG MUNCUL KEMUDIAN.

Dalam hal terjadi, bshwa suatu perjanjisn, pads waktu ditutup
adalah tidak terlarang, tetapi kemudian -- sesudah lahirnya per-
Janjian ybs. -- kelusr peraturan yang melarsng perjanjian seperti
itu, maks perjanjisn itu hanys boleh dilskssansksn dengan mengin-
dahkan akan larangan ybs. (Rutten, hal 187). Munculnya undsang-
undang yang melsrang pelsksanssasn perjanjisn itu tidsk hanya meng-
hapuskan kewajiban pelaksanasn perjanjian itu, tetapi juga meng-
hapuskan kewajiban untuk memberikan ganti ragi {Hofmann, hal.111).

Usaha untuk mengelak dari akibat hukum seperti itu, dengan cara
menyepakati suatu penyimpangan dalam sustu perjanjisn, terbentur
kepada larangan seperti tersbut diatas, yaitu suatu perjanjian
tidsk bisa menyimpangi suatu ketentuan yang mengstur kepentingsan
umum dan bersifat memakssa.

KEADAAN MEMAKSA.

Pasal 1244 K.U.H.Perdata mengatur tentang peristiwa tidak
dipenuhi kewsjiban prestasi, karens munculnysz “sustu hal vang ti-
dak terduga"”, dan yang "tidak dapat dipersalahkan" kepada debitur,
sedang Pasal 1245 K.U.H.Perdata berbicsrs tentang "kesdasan memak-
sa" dan suatu "kebetulan/toevsl". QOleh para sarjans kedua pasal
tersebut diterima sebagsi sama-ssms mengstur tentsng "keadaan
memakssa" .



Sekarang sudah umum diterima, bahwa keadaan memsksa itu ada,
tidak hanya kalau setiap orang —- vang berada dslsm keadsaan vang
sama seperti si debitur -- tidak bisa melsksansksn kewajiban
prestasinya, tetapi termasuk juga, kalsu dari si debitur -- deng-
an mengingat skan resiko yang harus ditanggung olehnya, dibanding
dengan prestasi itu -- tidak lagi patut diharapkan untuk pelakss-
naan kewajiban itu.

Dengan demikian disini kits berhadaspan dengan adanya "halangan"
untuk berprestasi dan -- sehubungan dengan itu -- debitur bisa
mengemukakan adanya "keadaan memaksa", kalsn halangan itu muncul
setelah perjanjian ybs. ditutup dan kalan munculnya halangan itn
tidak dapat dipersslshkan kepada debitur.

Kalsu keadaan yang menghalangi pelaksanasn kewzjiban perikatan
sudah ada sebelum atau pads sast perjanjian itu ditutup, maks
perjanjian ybs. tidak lahir, karens tidak dipenuhi syarat Passl
1320 sub 3 jo Pasal 1333 (syarat adanya suatu hal tertentu) dan
1320 sub 4 K.U.H.Perdats.

Salah satu wujud "tidak dapat dipersalahkan kepada debitur" ads-
lah, bahwa "halangan" itu, pada waktn perjanjian ditutup, tidsak
bisa diduga dan debitur tidak seharusnya (tidak sepatutnys harus)
menduga akan munculnys peristiwa halsngsn itu (Pasal 1244 K.U.H.
Perdata). Untuk ini bisss digunakan ukuran, bahws “"seorang
debitur vang hati-hati, mestinya memperhitungkan kemungkinan
munculnya halangan seperti itu" (Rutten, hal.253; J.Satrio, Hukum
Perikatan, Tentang Perikatan pads umumnys, hal. 266). Kalan
secara normal, debitur yang cukup berhati-hatipun tidak memperhi-
tungkan kemungkinan munculnya peristiws vang menghalangi pelakssa-
naan prestasi ybs., maks peristiwa seperti itu merupakan snatu
kejadian yang tidask diduga atan merupskan sustu kebetulsan.

Salah satu bentuk "halangan" vang diterima sebagai alasan untuk
adanys "keadasn memakss" sdslah adanys undang-undang yangd mela-
rang pelaksanaan suatu perjanjian. Bukankah undang-undang yang
bersifat memsksa mewsajibkan setiap orang untuk tunduk kepadanya ?

AKIBAT KEADAAN MEMAKSA TERHADAP PERJANJIAN.

Keadaan memaksa membaws akibat, bahwa sekalipun debitur tidak
memenuhi kewajiban prestasinya, debitur tidak bisa dikatakan
telah wanprestasi.

Pada asasnya dalam hal terjadi kesdssan vang memakss, perikatannya
tetap, tetapi daya kerjanys hilang. Kalau kesadsaan memaksa itu
bersifat sementars, mska nanti sesudah keadasn memakss itu tidsk
adas lagi, perjanjisn itu hidup lagi dan mempunyai daya kerjanya
kembali. Kalsu halsngan itu bersifat tetsp, maka perikatan itu
menjadi hapus.

Sesudsh perikatan hapus, maksa tidak ads lagi kewajiban prestasi
bagi debitur berdassrksn perikstsn ybs. Prestasi yang telsh dibe-
rikan sesudah perikstan itu hapus, merupsksn pembayaran vang ti-
dak terhitung dan karenanys bisa dituntut kembali oleh debitur.



Maszlahnys adalsh, bagaimsna dengan prestasi yang telah terlanjur
dibayarkan ?

MASALAH RESIKO.

Dalam hal munculnya "halangan" vang menjadikan prestassi tidak
dapat dilakssanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimansa
mestinya, berads diluar salahnyas baik kreditur msupun debitur,
padahal sds kerugisn yang timbul daripadanysa, mska kita disini
menghadapi permasalahan tentang resiko.

Masalsh resiko adalah mssalah menentukan, siaps yang harus memi-
kul resiko kerugian ybs., kalsu -- baik kreditur maupun debitur
-- tidak ads ysng mempunyal salah atas terjadinyas kerugian ?

RESIKO PADA PERJANJIAN TIMBAL-BALIK.
Suatu perjanjisn timbal-balik adalah suatu perjanjian, dimsnsa hsk
dan kewajiban, yvang muncul dari perjanjian itu, ada padzs kedus
belsh pihak yang menutunp perjanjian.

Undang-undang sendiri tidsk mengatur secara tegas masalah, siapa
vang hasrus memikul resiko kerugian pada peristiwa overmacht. Ka-
renanys orang mencarl dasar pembagian resiko pada perjanjian tim-
bal-baik, dengsn mendasarkan kepads Pasal 1264, Pasal 1545, Pasal
1553 dan Passl 1444 K.U.H.Perdata, dalam ketentuan-ketentuan mans,
resiko dibebankan kepada debitur.

Dalam Pasal 1444 K.U.H.Perdata dikzatakan, bahwa kalau barang
tertentu yang menjadi obyvek perjanjian musnsh, tidak lagi dapat
diperdagangksan, atsu hilang, sehingga pelakssnaan perjanjian men-
jadi terhalang, msks perikatannya menjadi hapus. Kalan perikstan-
nya menjadi hapus, mska tidak ada kewsjiban perikstan lagi. Ter-
hadap prestasi debitur yang telsh terlanjur diberikan, pihsk 1lsin
dalam perikstan tidak perlu memberikan kontra prestasi. Dari ke-
tentuan it orang menyimpulkan, bahwa pada perjanjian timbal-
balik, resiko sda pada debitur (Pitlo,hal.42; J.Satrio, Tentang
Perikstan pada umumnys, hal.Z2413.

Disamping 1itu, adalah memang dirsssakan lebih pstut, kalau resiko
kerugian -- dalam hal adanys overmach®t -- pada perjanjisn timbal
balik, ditimpakan kepada debitur.

TERHALANGNYA PRESTASI OLEH LARANGAN PEMERINTAH.

Dari ketentunan Passl 1444 K.U.H.Perdata tersebut diatas kita tahu,
bahwa kalau obyek perjanjisn, yang berupa barang tertentu, tidsk
daspat diperdagangkan lagi, maka perikatan menjadi hapus.

Salsh ssatu wujud daripada sebab "tidak dapat diperdagangkannya
lagi" suatn benda tertentu adalah keluarnya larangan Pemerintah
untunk memperdsgsnghksn barang yang menjadi obyek perjsnjian ybs.

Dengan demikian keluarnya ketentuan Pemerintah yang melsrang pe-



laksanaan prestasi suatu perjanjian, mengakibatkan, bahwa per-
janjian itu menjadi batal demi hukum.

KERUGIAN PADA BENDA OBYEK PRESTASI PERIKATAN.

Pembagian beban resiko seperti tersebut diatas adalah pembagian
resiko menanggung kerugian ysng menimpa benda obyek prestasi.
Yang menjadi masalah adalah : bagaimana dengan prestasi vang baik
-- yang utuh, tidak ads kerugisn atasnys -- ysng telah dibayarkan
oleh debitur berdasarkan perjanjian, sebelum perjanjisn ybs.
kausanya menjadi terlarang ?

Dengan prestasi vyang telah terlanjur diserahkan oleh debitur,
kreditur mestinya mendapat keuntungan, padahal dengan berhentinya
perjanjian yang mewajibkan prestasi itu, sekarsng debitur tidak
bisa menuntut kontra-prestssi lsgi dasri lawsn Jjanjinya. Apsaksh
dalam peristiwa seperti ini, debitur bisa mints penggantian ?
Kzlau bisa, atss dssar apa ?

Jalan vyang mungkin ditempuh sdalah melalui tuntutan penggantian
berdassarkan penambahan keksaysan tanps dasar.
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